
 

 

BUPATI BULUKUMBA 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA 

NOMOR 58 TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 26         

TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BULUKUMBA, 
 

Menimbang  : a. bahwa sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 
17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam 

Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 

94/PMK.07/2021 tentang perubahan atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 

Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19) dan Dampaknya; 

   b. bahwa berdasarkan Pasal 343 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang  Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 
 

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Bulukumba tentang 
Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Bulukumba 

Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba          
Tahun 2021; 
 

Mengingat  : 1. 

 

2. 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

   3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

 

SALINAN 



 

   4. 

 
 

 

5. 

 
 

 
6. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

   7. 

 
 

 

 
8. 

 

 

 
 

9. 

 
 

 

 
 

 

 
10. 

 

 
 

11. 

 

 
 

 

 
 

 

 
12. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4708); 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Thun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Thun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
 

 

 
 

 

 
 



 

13. 

 

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

   14. 
 

 

 
 

 

 

 
 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

   15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 

   16. 
 

 

 
 

 

17. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

18. 
 

 

 

 
19. 

 

 
 

 

20. 
 

 

 
21. 

 

 

 
 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang 
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6123); 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 
 

 

 



 

 

22. 

 

  

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

   23. 
 

 

 
 

24. 

 
 

 

 
 

 

 

 
25. 

 

 
 

26. 

 
 

 

 
 

 

 

 
27. 

 

 
 

28. 

 
 

29. 

 
 

 

30. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6323); 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease (Covid-19) dan/atau dalam rangka 

menghadapi ancaman yang membahayakan 

perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6485); 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 

2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Presiden Nomor 3 Thaun 2016 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259); 
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 136); 

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang 

Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 

Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Tahun 2008 

tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 

2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 927); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 



 

 

31. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

32. 
 

 

 
33. 
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35. 
 

 

 
 

36. 

 

 
 

 

 
37. 

 

 
 

 

38. 
 

 

 

 
 

 

 
 

39. 

 
 

 

 
 

40. 

 

 
 

 

 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 
tentang Standar Teknik Pelayanan Dasar pada 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah 

Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868); 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor  29/PRT/M/2018 tentang Standar 

Teknis Standar Pelayanan minimal Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891); 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis 

Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 

2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018      

Nomor 1540); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 

2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan 

Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan 
Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 
2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan 

Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan 

Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 

2018 tentang Penerapan Standar Teknis Mutu 

Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republi Indonesia Tahun 2019               

Nomor 158); 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 

tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan 

Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 86);  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1114); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019     
Nomor 1447); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 

2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
288); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

249);  



41. 
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43. 
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45. 
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47. 

 
 

 

48. 

 
 

 

 
 

49. 

 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 

2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan 

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020     Nomor 581); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 

2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1781);  

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 
2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan 

Dampaknya. 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 

Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 

Pemutakhiran Klasifiasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah: 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada 

saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19); 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam 
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan         
Nomor 286);  

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38 

tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 (Berita 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 

38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 

Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2020 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2021 Nomor 33); 
 

   50. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-

2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba 
Tahun 2010 Nomor 7); 

   51. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 

2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba 

Tahun 2016 Nomor 7); 
   52. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana 



telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bulukumba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 
14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan sunanan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bulukumba Tahun 2020 Nomor 9);  

   53. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 68 Tahun 2016 
tentang Penyesuaian Nomenklatur Organisasi 

Perangkat Daerah dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba 
Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten 

Bulukumba Tahun 2016 Nomor 68); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 26 TAHUN 2020 

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

2. Kepala Daerah adalah Bupati Bulukumba. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 

yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 

daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba 

Perubahan 2021 yang selanjutnya disingkat RKPD-P 

merupakan Rencana Kerja Tahunan yang akan menjadi 
pedoman bagi semua pelaku pembangunan di daerah dalam 

menjalankan perannya sesuai dengan kapasitas dan 

fungsinya masing-masing. 

6. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat 
(Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bulukumba untuk periode 1 (satu) tahun. 

7. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut KUA 
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang 

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 

disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas 

maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat 
Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam 

penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah. 

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya 
disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 



10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah 

dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan 

urusan Pemerintahan yang mejadi kewenangan Daerah. 
 

 

BAB II 

SISTEMATIKA 
 

Pasal2 
 

Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 

disusun dengan sistematika sebagai berikut: 
 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II   EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 

BAB III   KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN 
DAERAH 

BABIV   SASARAN PRIORITAS DAN PEMBANGUNAN      

DAERAH 
BAB V    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021 

BABVI  KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 

DAERAH 
BABVII  PENUTUP 

 
 

BAB III 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 3 
 

Maksud penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2021 adalah: 

a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam 

menyusun perubahan KUA dan PPAS serta dasar 
penyusunan perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2021; dan 

b. sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun perubahan 

Renja SKPD Tahun 2021. 
 

 

Pasal 4 
 

Tujuan penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2021 adalah: 
a. adanya refocusing dan realokasi anggaran belanja daerah 

tahun anggaran 2021; 

b. adanya rasionalisasi anggaran belanja daerah tahun 
anggaran 2021; dan 

c. memuat kebijakan yang menjadi kesepakatan pemerintah 

daerah Kabupaten Bulukumba dan DPRD yang tidak 
tertuang dalam dokumen perencanaan sebelumnya. 

 

BAB IV 

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2021 
 

Pasal 5 
 

Hal-hal yang diubah dalam RKPD Tahun 2021 meliputi: 
a. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu terdapat 

perkembangan keadaanya berupa perubahan asumsi 

kerangka ekonomi daerah terutama terjadi perkembangan 
indikator makro daerah, sedangkan kerangka pendanaan 

terjadi perubahan terutama pada asumsi pendapatan, 

belanja dan pembiayaan daerah; dan 

b. adanya perubahan rencana program dan kegiatan prioritas 
daerah, berupaya adanya usulan dari SKPD dalam bentuk 

pergeseran kegiatan, penambahan atau pengurangan target 

kinerja dan pagu anggaran. 
 

 

 
 



BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal6 
 

Uraian secara rinci perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 7 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 

daerah Kabupaten Bulukumba. 
 

   Ditetapkan di Bulukumba. 

pada tanggal 23 Agustus 2021 

 
BUPATI BULUKUMBA, 

 

 ttd 
 

 

 

MUCHTAR ALI YUSUF 
 

 
Diundangkan di Bulukumba 

pada tanggal 23 Agustus 2021 

 

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA, 
 

 ttd 

 
       MISBAWATI A.WAWO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021 NOMOR 58 
 


